
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro   NO. 90 Telp. ( 0295 ) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
Fax.  ( 0295 ) 691619 REMBANG  59212

Rembang, 23  April 2025

Kepada Yth.
1.   Ketua DPRD;
2.   Asisten Sekretaris Daerah;
3.    Staf Ahli  Bupati;
4.   Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
5.   Pimpinan BPD BankJateng;
6.   Kepala Bagian Setda;
7.   Camat;
8.    Lurah;

9.   Kepala Desa;
10. Notaris Pembuat Akta Koperasi

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/122/2025 TAHUN 2025
TENTANG

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESAVKELURAHAN MERAH PUTIH

Berdasarkan :

1.  Instruksi   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor  9   Tahun   2025  tentang   Percepatan

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2.  Petunjuk  Pelaksanaan  Menteri  Koperasi  Republik  Indonesia  Nomor  1   Tahun  2025

tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

3.  Surat Edaran  Menteri  Desa dan  Pembangunan  Daerah Tertinggal  Republik  Indonesia

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan

Kopera§i De§a Merah Putih

Sehubungan   dengan   hal   tersebut   diatas   perlu   dilaksanakan   langkah-langkah

strategis,   terpadu,   terintegrasi,   dan   terkoordinasi   antar   perangkat   daerah,   camat,

pemerintah desan(elurahan, dan lembaga terkait yang ada di daerah untuk melaksanakan

pendirian,   pengembangan,   dan   revitalisasi   koperasi   desackelurahan   merah   putih   di

kabupaten  Rembang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Perangkat Daerah yang melaksanakan urilsan pemerintahan di bidang koperasi untuk

mengcordinasikan  pembentukan  melalui  pendirian,  pengembangan,  atau  revitalisasi

Koperasi  Desa/Kelurahan  Merah  Putih  dengan  melibatkan  perangkat  daerah  terkait

dengan mempedomani peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandBtangani seoara olektTonlk menggunckan sertililkat elektronjk
yang diterbltk8n oleh Bal8i Besar Senilik8si Eleklronik (BsrE), Badan Sliber dan Sandi Negare



2.  Perangkat   Daerah   yang   melaksanakan   urusan   pemberdayaan   masyarakat  desa

bersama  dengan  Perangkat  Daerah  yang  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di

bidang koperasi untiik memfasilitasi pembentukan koperasi di desackelurahan dengan

melibatkan  Pemerintah   Desa  dan  Badan  Pemusyavvaratan  Desa  bersama  unsur

masyarakat  dengan  melibatkan  perangkat  daerah  terkait  untuk  menyelenggarakan

musyawarah desa/kelurahan khusus.

3.  Perangkat   Daerah   yang   melaksanakan   urusan   kelautan   dan   perikanan,   urusan

pertanian dan pangan, urusan kesehatan, urusan perencanaan pembangunan daerah,
urusan   keuangan  daerah,   urucan   sosia],   urusan  komunikasi  dan   informasi   untuk

berperan   aktif  dalam   melakukan   pembinaan,   pendampingan,   fasilitasi,   koordinasi,

penguatan  dan  pengembangan  koperasi desa/kelurahan  merah  putih  sesuai  dengan
tugas   pokok   dan   fungsi   perangkat   daerah   yang   membidangi.   Camat   di   wilayah

masing-masing  untuk  melaksanakan  fungsi  koordinasi,  fasilitasi,  menetapkan  jadwal

sosialisasi,   pemantauan,   evaluasi,   pelaporan,   serta   pembinaan   dan   pengawasan

kepada     pemerintah     desa     dalam     pembentukan     dan     pengelolaan     Koperasi

Desa/Kelurahan Merah  Putih.  Khusus Camat Rembang untuk membantu fasilitasi dan

koordinasi dalam  pelaksanaan  musyawarah  kelurahan,  identifikasi  potensi kelurahan,

serta   memberikan   dukungan   anggaran   pelaksanaan   musyawarah   kelurahan   di

Kecamatan Rembang.

4.  Pemerintah   Desa   bersama   dengan   Badan   Permusyawaratan   Desa   memfasilitasi

kegiatan  Musyawarah  Desa Khusus, dengan mempedomani Peraturan  Menteri  Desa,

Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Musyawarah  Desa  untuk  menyepakati  hasil  identifikasi  potensi  dan  masalah  serta

kebutuhan  pembentukan  Koperasi  Desa/Kelurahan  Merah  Putih  dan  bidang  usaha

atau   layanan   yang  akan   dikembangkan   dan   menetapkan   pembentukan   Koperasi

Desa/Kelurahan Merah  Putih.

5.  Pemerintah   Desa  wajib  melibatkan  perangkat  daerah  yang  melaksanakan  urusan

pemerintahan di  bidang  koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah dan  perangkat daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa,
Organisasi    Perangkat    Daerah    terkait,    serta    melibatkan    Tenaga    Pendamping

Profesional   untuk  mendampingi  fasilitasi   partisipasi   masyarakat  dalam   percepatan

pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

6.  Notaris  Pembuat Akta  Koperasi  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Rembang  untuk

membantu   memfasilitasi   pembuatan   akta   badan   hukum   koperasi   desa/kelurahan

merah putih.

Dokllmen lni telah ditandatang8nl scoara etektronik menggunekan sertlfikat eloktronlk
yang dlterbitken oteh Balal Besar Serfifik8sl Elektronlk (BsrE), BEidan Sit)er dan Sandi Nogara



7.  Bank    Pembangunan    Daerah    Jawa    Tengah    selanjutnya   disebut    Bank   Jateng
membantu  pendanaan  untuk pembuatan  akta  notaris badan  hukum  koperasi dengan
skema CSR.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Rembeng
pada tanggal 23 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Dr. FAJIRUDIN. S.H.. NHn CJ:rA
Pembina Ufama Madya

NIP  196709071994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1.    Bupati Rembang (sebagai laporan)
2.    Wakil Bupati Rembang (sebagai laporan)
3.    Pertinggal.

Dokumen jnl telah dhandatangani secara elekrronik menggunakan serlifjkat 8Iektronik

yang diterbithan oleh Balai Besar Sorlifikasi Elekuonik (BsrE). Badan Siber dan Sandi Negara
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